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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) Di Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang. Metode penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif dimana teknik pengumpulan data dengan triangulasi yaitu teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi program Kartu Indonesia Sehat (KIS) telah dilaksanakan dengan baik, meskipun ada sebagian kecil mengalami kendala. Mengenai Efektivitas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah merasa puas adanya program kis ini dalam hal pelayanan kesehatan dan dalam Pelaksanaan Pembagian Kartu Kis Sudah Optimal. Efisiensi dapat disimpulkan bahwa waktu dalam menyelesaikan pembuatan kis dapat dikategorikan belum optimal. Kecukupan, dapat disimpulkan bahwa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelayanan kesehatan yang tersedia sudah baik. Perataan, dapat disimpulkan sudah tepat dalam pemerataan. Responsivitas, dapat disimpulkan bahwa dalam respon masyarakat sudah tepat sasaran. Akan tetapi, ada sebagian kecil yang tidak mendapatkan kis, karena adanya masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan terutama berdomisili tempat tinggal. Ketepatan, dapat disimpulkan bahwa sudah sesuai dengan tujuan dan manfaat program kis yang dibutuhkan masyarakat yaitu menjamin kesehatan masyarakat yang kurang mampu dalam pengobatan secara gratis. Dalam hal ini, dengan adanya program kis ini masyarakat mendapatkan pengobatan sepenuhnya secara gratis dari pemerintah dimana hal ini membuat masyarakat kurang mampu tidak perlu untuk memikirkan biaya berobat di rumah sakit atau puskesmas.
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ABSTRACT
This research aims to determine the evaluation of the Healthy Indonesia Card (KIS) Program in Lebung Gajah Village, Sematang Borang District, Palembang City. This research method is descriptive qualitative where the data collection technique is triangulation, namely interview, observation and documentation techniques. The research results show that the evaluation of the Healthy Indonesia Card (KIS) program has been carried out well, although a small number of them experienced problems. Regarding effectiveness, it can be concluded that the public is satisfied with the kis program in terms of health services and the implementation of kis card distribution is optimal. Efficiency can be concluded that the time to complete the kis making can be categorized as not optimal. Adequacy, it can be concluded that meeting community needs and the available health services are good. Alignment, it can be concluded that equalization is correct. Responsiveness, it can be concluded that the community's response has been right on target. However, there are a small number who do not receive kis, because there are people who do not meet the requirements, especially where they live. Accuracy, it can be concluded that it is in accordance with the objectives and benefits of the kis program that the community needs, namely ensuring the health of the less fortunate with free treatment. In this case, with the kis program, people receive completely free treatment from the government, which means that poor people do not need to think about the costs of treatment at hospitals or health centers.
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PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar, suku  dan budaya yang beragam. Setiap negara pasti mempunyai permasalahan, seperti  faktor-faktor tertentu yang menghambat kemajuan negara tersebut. Salah satu masalah kependudukan terbesar yang dihadapi pemerintah sejauh ini adalah  kesehatan. Permasalahan ini tidak hanya menimpa masyarakat Indonesia saja, permasalahan kesehatan ini merupakan permasalahan global. Permasalahan kesehatan masyarakat khususnya di negara berkembang seperti Indonesia didasarkan pada dua aspek utama, yaitu aspek fisik seperti fasilitas kesehatan dan pengobatan penyakit, serta aspek non fisik yang berkaitan dengan masalah kesehatan.

Menurut Harahap, Agustin (2023), Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia bagi setiap orang dan setiap warga negara  termasuk masyarakat miskin berhak memperoleh pelayanan kesehatan Hal ini  menunjukkan bahwa seluruh warga negara mempunyai hak yang sama untuk hidup sehat dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, pemerintah mempunyai kewajiban untuk  mewujudkan kesehatan yang terbaik bagi seluruh warga negaranya, tanpa kecuali. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  terdiri dari Departemen BPJS Kesehatan dan Departemen BPJS Ketenagakerjaan. Program jaminan kesehatan yang disponsori oleh BPJS Kesehatan mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014. Selanjutnya program ini disebut dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Para pelaksana, khususnya yang terlibat dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan, masih belum  memahami pedoman Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengenai tugas dan kegiatan yang dilakukannya. Hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program jaminan kesehatan itu sendiri. Masalah kesehatan masyarakat mempengaruhi pembangunan suatu negara dan menimbulkan kerugian  ekonomi. Kesehatan memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena kesehatan merupakan sumber  kesejahteraan fisik, mental, dan sosial setiap individu. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga diyakini sedang mengalami kesulitan keuangan. Kemerosotan bisnis mengacu pada keadaan di mana suatu perusahaan tidak mampu memperoleh keuntungan melalui kegiatan usahanya.
Jaminan kesehatan masyarakat juga merupakan program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarkaat dan diselenggarakan secara nasional, agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan menyeluruh bagi masyarakat dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisiensi (Kemenkes, 2014). 

Pelayanan kesehatan merupakan hak yang mendasar bagi masyarakat Indonesia dimana pelayanan yang dibutuhkan harus disediakan dan dijamin oleh Pemerintah Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3) yang berbunyi :

(1) “Bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin,bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan.”

(3) “Setiap orang berhak atas jaminan social yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”
Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhin kebutuhan dasar kesehatanyang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah (Dewi & Sulistyati, 2017). 
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat lokal, khususnya masyarakat prasejahtera (miskin). Awalnya ia memulai dengan Jamkesmas dan mengubahnya menjadi Askes, namun hal ini dirasa belum efektif. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan. Namun ternyata program JKN dinilai kurang efektif karena masih banyak masyarakat yang tidak mampu, terutama kelompok Penyandang Masalah Bantuan Sosial (PMKS) yang tidak terdaftar dalam program JKN. Kemudian, pada 3 November 2014, Presiden Joko Widodo kembali mengeluarkan program kesehatan  bernama Kartu Indonesia Sehat (KIS). KIS  merupakan kartu yang  memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat  kurang mampu yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan  gratis. Meski BPJS dan KIS sendiri sama-sama merupakan program kesehatan  pemerintah, namun terdapat perbedaan di antara kedua program ini. Artinya BPJS merupakan  program yang pesertanya harus mendaftar dan membayar iuran, sedangkan peserta KIS berasal dari masyarakat miskin dan pemberian kartunya ditetapkan oleh pemerintah serta pembayaran iurannya ditanggung oleh pemerintah (Wulansari, 2020).

. Kecamatan Lebung Gajah tidak termasuk kecamatan yang menerima dukungan iuran dari pemerintah dalam bentuk program yang telah ditetapan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu program tersebut adalah program Kartu Indonesia Sehat (KIS). Berikut ditampilkan data penerima KIS di Kecamatan Lebung Gajah :
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Gambar 1. Data Penerima KIS Tahun   

                   2020- 2023
Berdasarkan gambar 1 jelas terlihat bahwa penerima KIS tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 43%. Hal ini menunjukkan bahwa pendistribusian data KIS masih bermasalah, ini disebabkan oleh beberapa factor salah satunya adalah perubahan status social sesorang yang tidak lagi dikategorikan penerima KIS dan ada
 beberapa penduduk yang telah meninggal dunia sehingga tidak lagi menjadi penerima manfaat KIS. Namun jika melihat situasi di lapangan, khususnya di kawasan Lubun Gajah, masih terdapat beberapa kendala. Misalnya, masyarakat yang tergolong tidak mampu (miskin) tidak mendapat Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai program pelayanan medis.

Sebagaimana yang di katakan Ibu Mery selaku kasi pemerintahan kesejahteraan rakyat kelurahan lebung gajah bahwa : “Sistem pendaftaran saat ini tidak lagi dilakukan secara offline, melainkan secara online. Namun, kenyataannya masih ada warga setempat yang ada di kelurahan lebung gajah mendaftarkan KIS secara offline dikarenakan, belum memahami dan menguasai tata cara mendaftarkan KIS secara online” (Telah dilakukan observasi awal kepada Ibu Mery pada tanggal 06 Februari 2024). Oleh sebab itu, di tahun 2022 sampai tahun 2023 adanya penurunan masyarakat yang mendapatkan KIS disebabkan pendaftaran secara online tersebut. Jadi, masyarakat yang kurang mampu (miskin) masih ada yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagaimana mestinya.
TINJAUAN PUSTAKA
Menurut Arifin (2014) evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan dan menyajikan informasi tentang suatu program untuk dapat digunakan sebagai dasar memberi keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program. Selanjutnya evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan  kualitas (nilai dan arti) dan sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan. Menurut Mahirah (2017) evaluasi diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu (ketentuan, kegiatan, keputusan, unjuk-kerja, proses, orang, objek dan yang lainnya) berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Menurut Wand dan Brown dalam Setiawan (2017) menyatakan bahwa evaluasi merupakan suatu proses untuk menentukan nilai dan sesuatu.
Menurut Vandawati et al (2017) Kartu Indonesia Sehat (KIS) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang jaminan kesehatan atas perubahan kedua peraturan presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, merupakan identitas peserta yang didapatkan setiap peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan. Dimana BPJS Kesehatan menerbitkan KIS untuk seluruh program JKN termasuk penerima bantuan iuran (PBI), Askes, dan JKN BPJS Kesehatan.
Salah satu model yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah model evaluasi menurut William N. Dunn. Menurut William N. Dunn, bahwa kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik untuk lebih jelasnya setiap indikator tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1)
Efektivitas

Efektivitas menurut Dunn dalam Lejiu ( 2014)  berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari di adakannya tindakan. Efektivitas berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan nilai monerternya. Pengukuran efektivitas dapat dilakukan melalui ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Masalah dengan tipe ini meliputi biaya tetap dan efektivitas yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah memaksimalkan efektivitas pada batas risorsis yang tersedia.

2)
Efisiensi

Efisiensi menurut Dunn dalam Lejiu (2014) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efesiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efesiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan per unit produk atau layanan. Masalah pada tipe ini menyangkut efektivitas yang sama dari biaya yang berubah dari kebijakan. Jadi tujuannya adalah meminimalkan biaya.

3)
Kecukupan (adequancy)

Kecukupan menurut Dunn dalam Lejiu (2014) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Masalah pada tipe ini menyangkut biaya dan efektivitas yang berubah dari kebijakan.

4)
Perataan 

Perataan menurut Dunn dalam Lejiu (2014) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kriteria kesamaan erat hubungannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan untuk mendistribusikan risorsis dalam masyarakat. Dalam mendefinisikan tujuan secara eksplisit tujuan dari masyarakat secara keseluruhan analisis dapat secara nyata mencari cara untuk mengukur kesejahteraan sosial, yaitu kepuasan agregat yang dialami oleh sejumlah komunitas. Individu dan kelompok mempunyai nilai yang berbeda. Apa yang memuaskan seseorang atau kelompok tidak memuaskan lainnya. Masalah pada tipe ini mengandung biaya sama dan juga efektivitas tetap dari kebijakan. Masalah ini dapat dikatakan sulit dipecahkan karena satu-satunya alternatif kebijakan yang tersedia barangkali adalah tidak melakukan sesuatu pun.

5)
Responsivitas 

Responsivitas menurut Dunn dalam Lejiu (2014) adalah apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, prefensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebijakan, preferensi (prioritas) atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas tertenu adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

6)
Ketepatan

Ketepatan menurut Dunn dalam Lejiu (2014) secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2021) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen)  teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
Penelitian menggunakan key informant sebanyak 6  orang yang terdiri dari staf kecamatan lebung gajah dan masyarakat 
sebagai penerima manfaat KIS. Adapun focus penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Fokus Penelitian

	Penelitian
	Dimensi
	Aspek

	Evaluasi Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) Di Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang
	Efektivitas
	1. Kepuasan peserta KIS terhadap pelayanan kesehatan.

2. Pelaksanaan pembagian kartu KIS.

	
	Efisiensi
	Waktu yang berkenaan dengan lamanya proses penyaluran KIS



	
	Kecukupan
	1. Pemenuhan kebutuhan peserta KIS

2. Pelayanan menggunakan KIS

	
	Perataan
	Pemerataan pelaksanaan KIS dalam memilih peserta KIS

	
	Responsivitas
	Tanggapan sasaran sudah tepat atau belum

	
	Ketepatan
	1. Manfaat KIS

2. Tujuan


HASIL PENELITIAN
1. Efektifitas

Untuk dimensi efektifitas, ditinjau dari indicator kepuasaan peserta KIS terhadap pelayanan kesehatan, peneliti melakukan wawancara dengan berbagai key informan. Salah satu key informannya adalah Jauhar Junaidi sebagai penerima manfaat KIS menyatakan bahwa sangat puas dan terbantu dengan adanya program KIS dari pemerintah. Pelayanan di puskesmas pun sangat dipermudah saat melakukan pengobatan. Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi efektivitas dengan aspek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu yang pengguna KIS sudah puas dikarenakan pelayanan yang tersedia di instansi kesehatan berupa rumah sakit atau puskesmas sangat membantu masyarakat yang ingin berobat baik rawat jalan maupun rawat inap. Dan juga pelayanan kesehatan terutama di rumah sakit melayani orang yang sakit 24 jam

Lalu pada indikator kedua melalui pelaksanaan pembagian kartu KIS, peneliti memperoleh hasil wawancara dengan Harry Apriadi sebagai Ketua Tim Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa pembagian kartu KIS telah dilaksanakan secara tepat dan sesuai pada data terkecuali terdapat ketidaklengkapan data sehingga nama peserta KIS tidak keluar. Pada dimensi efektivitas program KIS dikategorikan baik dan tepat namun masih perlu adanya peningkatan sosialisasi program KIS  kepada masyarakat supaya masyarakat mengetahui bahwa adanya program KIS ini
2. Efisiensi
Pada dimensi efisiensi terdapat dua indikator, yaitu waktu selama penyaluran KIS dan       . Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretatis Lurah yaitu Ibu Aunah menyatakan bahwa waktu pembagian KIS yang terlalu lama hingga berbulan-bulan lamanya. Begitu pula yang dituturkan oleh Ibu Nini Oktarini selaku operator Kecamatan Lebong Gajah juga menyatakan hal yang sama pembagian kartu KIS berlangsung lama terkecuali pada sesuatu yang mendesak atau gawat darurat. bahwa untuk waktu pendistribusian kartu KIS pada masyarakat, jika masyarakat langsung mendaftarkan pada Dinas Sosial maka waktu penerbitan dan keaktifan kartu KIS memakan waktu yang relatf cepat, namun apabila masyarakat hanya mengajukan kartu KIS melalui pihak kelurahan maka akan memakan waktu yang relative lama terkecuali saat keadaan mendesak.
Pada dimensi efektivitas dapat dikategorikn cukup baik namun masih terdapat beberapa kendala seperti lamanya pendistribusian kartu KIS bagi warga yang telah mendaftar maka penyelesaiannya dengan meningkatkan jumlah sumber daya manusia yang berkualitas serta membuat aplikasi satu pintu dimana warga yang ingin mendaftar program KIS dapat terlaksana dengan mudah tidak memakan waktu yang lama.

3. Kecukupan

Dimensi kecukupan peneliti meninjau dari dua indicator yaitu pemenuhan kebutuhan peserta KIS dan     .Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Jumhur Efendi selaku masyarakat penerima manfaat KIS, menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan sudah cukup baik karena pada awalnya ia menggunakan BPJS yang masih berbayar, namun setelah terdaftar menjadi peserta KIS ia melakukan pengobatan secara gratis pada semua fasilitas kesehatan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Mery selaku Kasi Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan masyarakat KIS sudah cukup bagus karena belum ada keluhan dari masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa dari segi aspek pemenuhan kebtuhan peserta KIS sudah berjalan cukup baik dan terpenuhi kebutuhan yang memenuhi pengguna KIS sudah cukup baik khususnya masyarakat yang kurang mampu. Mereka mendapatkan fasilitas pengobatan secara gratis dari program pemerintahan ini, sehingga masyarakat tidak perlu memikirkan tanggungan biaya berobat.
Kemudian pada indikator kedua yaitu pelayanan menggunakan KIS diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Mery menyatakan bahwa pelayanan yang menggunakan KIS sudah cukup baik dan terjangkau terutama ketersediaan pelayanan di rumah sakit 24 jam dalam kondisi apapun. Maka dapat dikatakan bahwa pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu melalui instansi kesehatan sudah cukup baik, terutama kebutuhan untuk berobat sudah terpenuhi. Pada dimensi kecukupan dapat dikategorikan cukup baik namun perlu adanya menjaga konsistensi dalam pemenuhan kebutuhan peserta  KIS agar tetap baik.
4. Perataan
Pada dimensi perataan yang terdiri dari 2 indikator yaitu pemerataan pelaksanaan KIS dalam memilih peserta KIS dan    .Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mery menyatakan bahwa dalam pemerataan KIS sudah berjalan dengan baik dimana semua warga yang kurang mampu dapat mengajukan pembuatan KIS namun disesuaikan dengan persyaratan yang ditentukan Dinas Sosial sehingga pemerataan program KIS dapat berjalan dengan baik. Hal yang sama juga dinyatakan Ibu Nini Oktarini mengatakan bahwa pemerataan kartu KIS bagi warga telah berjalan dengan baik karena pada umumnya semua warga miskin telah menjadi peserta KIS. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan dalam memilih peserta KIS tergantung masyarakat yang mengajukan KIS yang harus sesuai dengan persyaratan yang berlaku dari Dinas Sosial yaitu sudah terdata di DTKS. Yang dimana wajib warga miskin atau tidak mampu. Sehingga jika dilihat masyarakat kota Palembang khususnya Kelurahan Lebung Gajah sudah cukup merata bagi masyarakat yang menerima KIS. Pada dimensi perataan dapat dikatakan cukup baik namun masih perlu dilakukan pemantauan secara khusus dalam menentukan warga yang berhak mendapatkan manfaat KIS.
5. Responsitivitas
Pada peneltian ini peneliti mengamati dimensi responsitivitas melalui aspek ketepatan sasaran program KIS. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber salah satunya adalah Bapak Waldo selaku Lurah Kecamatan Lebung Gajah yang menyatakan bahwa Program KIS telah tepat sasaran untuk kalangan masyarakat tidak mampu dan program KIS juga bersifat menyeluruh untuk semua rakyat miskin karena merupakan program pemerintah pusat.
 Lain halnya dengan yang diungkapkan oleh Bapak Jumhari masyarakat kecamatan Lebung Gajah menyatakan bahwa program KIS telah merata untuk masyarakat miskin meskipun terdapat beberapa warga miskin yang belum menjadi penerima manfaat KIS yang dikarenakan kesalahan adminsitrasi ataupun merupakan warga pindahan kecamatan di luar kecamatan Lebung Gajah. Maka berdasarkan hasil wawancara dapat dinyatakan bahwa program KIS telah tepat sasaran bagi masyarakat kurang mampu yang bertempat tinggal di kecamatan Lebung Gajah. Secara teoritis dimensi responsivitas sudah tepat. Dalam hal ini perlu adanya kemudahan dalam pengajuan KIS
6. Ketepatan
Dimensi ketepatan pada penelitian ini dilihat berdasarkan tujuan dan manfaat program KIS. Untuk aspek tujuan program KIS, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jaman Rusdi masyarakat setempat menyatakan bahwa program KIS memang ditujukan untuk warga tidak mampu agar mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik tanpa dipungut bayaran. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Nini selaku Kasi Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat mengungkapkan bahwa tujuan program KIS ini untuk membantu warga tidak mampu untuk berobat secara gratis. Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka tujuan program kis adalah untuk memberikan jaminan kesehatan secara gratis khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang terjangkau.
Sedangkan pada indikator manfaat program KIS berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mery selaku Kasi Pemerintah Kesejahteraan Rakyat mengungkapkan bahwa program KIS sangat bermanfaat bagi warga tidak mampu karena dapat menjalani semua pengobatan baik rawat inap maupun rawat jalan secara gratis. Dimensi ketepatan pada program KIS telah tepat namun tetap dibutuhkan adanya pengawasan dan kecermatan dalam penentuan warga yang menjadi penerima manfaat KIS.
KESIMPULAN
Evaluasi program KIS dari seluruh aspek tersebut, terlihat bahwa program kis secara fisik terlaksana dengan baik. Akan tetapi, masih ada beberapa aspek yang belum optimal yaitu sebagai berikut :

1.
Efektivitas

Hasil evaluasi dimensi efektivitas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah merasa puas adanya program kis ini dalam hal pelayanan kesehatan. Sedangkan dalam Pelaksanaan Pembagian Kartu Kis Sudah Optimal.
2. Efisiensi

Hasil evaluasi dimensi efisiensi dapat disimpulkan bahwa waktu dalam menyelesaikan pembuatan kis dapat dikategorikan belum optimal. Karena masih adanya kendala dalam data masyarakat  dan jarak yang jauh. Oleh karena itu, perlu membutuhkan waktu cukup lama untuk penyelesaian pembuatan kis ini.
3.
Kecukupan

Hasil evaluasi dimensi kecukupan dapat disimpulkan bahwa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelayanan kesehatan yang tersedia sudah baik.
4.
Perataan

Hasil evaluasi dimensi perataan dapat disimpulkan sudah tepat dalam pemerataan.
5.
Responsivitas 

Hasil evaluasi dimensi responsivitas dapat disimpulkan bahwa  dalam respon masyarakat sudah tepat sasaran. Akan tetapi, ada sebagian kecil yang tidak mendapatkan kis, karena adanya masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan terutama berdomisili tempat tinggal.
6.
Ketepatan

Hasil evaluasi dimensi ketepatan dapat disimpulkan bahwa sudah sesuai dengan tujuan dan manfaat program kis yang dibutuhkan masyarakat yaitu menjamin kesehatan masyarakat yang kurang mampu dalam pengobatan secara gratis.
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